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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

telah menunjukkan kepastian hukum secara yuridis bahwa Badan Keagamaan 

Kongregasi MSC Indonesia adalah subjek hukum pemegang hak milik dalam 

kepemilikan hak milik atas tanah yang diakui kedudukannya dengan mengingat 

ketentuan fungsi sosialnya. Kepastian hukum kepemilikan hak milik oleh badan 

keagamaan ini secara sistematisasi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 49 

ayat (1) UUPA yang dimplementasikan melalui PP No. 38 Tahun 1963 yang 

kemudian diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dirjen Agraria dan 

Transmigrasi No.l/Dd.AT/Agr/1967 yang menunjuk Badan-Badan Gereja Roma 

Katolik sebagaimana dimaksudkan dalam Dokumen Staatsblad Tahun 1927 No. 

155, 156 dan 532 bahwa status Kongregasi adalah sebagai badan hukum 

keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Kongregasi adalah 

badan hukum keagamaan dengan kepemilikan hak milik atas tanah sepanjang 

digunakan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan bidang usaha 

keagamaan dan sosial. Implikasi dari pengakuan status Kongregasi sebagai badan 

hukum keagamaan adalah menjadi subjek hukum, yaitu pemegang hak dan 

kewajiban namun disertai pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan 

penggunaan tanahnya. Selain hak milik, untuk badan keagamaan dan sosial 

disediakan hak pakai yang dapat diberikan dengan cuma-cuma dan dengan jangka 

waktu yang tidak terbatas, dalam arti selama tanahnya masih dipergunakan untuk 

keperluan yang sesuai dengan peruntukannya. Secara lebih konkrit, individual dan 
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final berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Katolik No. 257 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus (MSC Indonesia) sebagai 

Badan Keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik maupun 

kepemilikan atas harta benda gereja lainnya, semakin mempertegas secara 

definitif secara yuridis bahwa Badan Keagamaan Kongregasi MSC Indonesia 

merupakan subyek pemegang hak milik atas tanah dengan hak dan kewajibannya 

dalam kegiatan keagamaan dan sosialnya sekaligus menjadi legitimasi kepastian 

hukum bagi Kongregasi MSC Indonesia dalam kepemilikan dan penguasaan yang 

sifatnya turun-temurun, terkuat dan terpenuh atas tanah yang dimiliki dengan 

mengingat ketentuan fungsi sosialnya. Penetapan ini juga merupakan bentuk 

penguatan peran dan fungsi Kongregasi MSC Indonesia dalam upaya mencapai 

maksud dan tujuan organisasinya di bidang keagamaan dan sosial yang didukung 

kepemilikan hak milik atas tanah yang dikuasainya. 

B. Saran  

Kepastian hukum dibidang pertanahan selain terkait kepastian subjek 

pemegang hak, faktor kepastian letak, luas dan batas setiap bidang tanah tidak 

dapat diabaikan dalam pemilikan dan penguasaan hak atas tanah. Oleh karena itu, 

diwajibkan kepada setiap badan keagamaan pemegang hak atas tanah, khususnya 

bagi Kongregasi MSC Indonesia agar mendata dan menginventarisir kembali 

setiap objek hak atas tanah lainnya yang dikuasai, terlebih yang belum jelas status 

hak maupun letak, luas dan batas tanahnya untuk segera didaftarkan agar dengan 

penyelenggaraan pendaftaran tanah itu akan menghasilkan sertipikat tanah sebagai 

tanda bukti hak yang kuat demi menunjang karya kegamaan dan sosialnya. 
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